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PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 74 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN l 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN 

(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa dalam rangka optimalisasi Whistleblower System 

di Kabupaten Lamongan yang telah terintegrasi dengan 
Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat (LAPOR), dipandang perlu mengubah Peraturan 
Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Si stem Penanganan Pengaduan 
(Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi (TPK) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan 
menetapkan dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3995); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 

12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 
ten tang Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan 
(Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di 
Lingkungan Kementerian Pendayagunaan . Aparatur 
Negera dan Reformasi Birokrasi; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No"mor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 187); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 
Nomor 4); 

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 39); 

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 4 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan 
Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana 
Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2018 Nomor 25). 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN 

PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4, ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem 
Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak 
Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 25) diubah. sehingga 
Pa~al 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 

BAB III 
MEKANISME PENGADUAN · 

Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini 
perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang 
bertugas menangani dan mengelola pengaduan. 

(2) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima 
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputus·an Bupati Lamongan. 

(3)' Dalam. kondisi tertentu, jika informasi pengaduan 
yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai 
keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional 
Auditor, bahwa informasi pengaduan layak 
ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 
3W (What, Where, When). Pertimbangan profesoinal 
dimaksud adalah pendapat penelaah yang 
didasarkan pada data empiris kasus sejenis 
dan/ atau berdasarkan · informasi lain yang 
mendukung laporan/pengaduan tersebut. 

(4) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) 
dapat secara langsung disampaikan kepada Tim 
Penerima Pengaduan, atau melalui : 
a. kotak Pengaduan yang ditempatkan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; 
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b. website www.inspektorat.Lamongankab.go.id 
atau Email wbs inspektorat@Lamongankab.go.id; 

c. aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online 
rakyat (LAPOR) di http://www.lapor.go.id yang 
terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten 
Lamongan dan Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

(5). Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi 
kriteria 3W dan Whistle Blower jelas nama dan 
alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan 
mengundang Whistle Blower untuk memperoleh 
tambahan informasi sebelum diterbitkanrtya Surat 
Tugas. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 28 Nopember 2019 

-SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd. 
YUHROHNUR EFENDI 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati 101 dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 28 Nopember 2019 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

FADEL! 

>JJ~t~~~~JW- dengan aslinya 
. HUKUM, 

B~RITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN-2019 NOMOR 74 


